
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU
GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAMUJU, JALAN SOEKARNO HATTA, MAMUJU 91512
TELEPON (0426) 2324874;  FAKSIMILE (0426) 2324875;  SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Amnesti Pajak Periode III

Mamuju, 7 Maret 2017 – Selama tahun 2016, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Mamuju mampu mengumpulkan pendapatan pajak sebesar 382 M angka tersebut menunjukkan

pertumbuhan sebesar 5.2% dari penerimaan pajak tahun 2015 sebesar 363 M. Untuk Tahun 2017

sendiri, KPP Pratama Mamuju ditarget untuk mengumpulkan 517 M dari pendapatan pajak Negara,

dengan kata lain ditargetkan untuk tumbuh 35.34% dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan target

yang cukup signifikan tersebut diimbangi dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah Amnesti

Pajak atau yang biasa disebut Pengampunan Pajak, Uang tebusan yang dibayarkan oleh Wajib

Pajak untuk mengikuti program ini sangat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam

mengumpulkan dana segar serta memperbaiki basis data yang ada dalam internal DJP

Amnesti Pajak yang sudah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 lalu, akan segera berakhir pada akhir

bulan ini yaitu pada tanggal 31 Maret 2017. Olehnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Mamuju, Hadinengrat Nusantoro MP, mengimbau agar masyarakat memanfaatkan momen ini

secara maksimal. Apalagi, bagi Wajib Pajak UMKM sampai saat ini tarif tebusan Amnesti pajak

yang berlaku masih tetap di 0,5% untuk pengungkapan harta dibawah 10 M dan 2% untuk

pengungkapan harta diatas 10 M. Sedangkan untuk Wajib Pajak Non-UMKM dikenakan tarif Uang

Tebusan 5%.

Uang Tebusan Amnesti Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

sampai dengan awal Maret 2017 mencapai Rp 9.098.968.637,- yang berasal dari 467 setoran

pajak dan 457 Surat Pernyataan Harta. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap Amnesti Pajak

untuk Provinsi Sulawesi Barat relatif rendah dibanding daerah lain di Indonesia. Hal ini dapat dilihat

dari besarnya Uang tebusan yang menurun untuk setiap Periode, Periode I Uang tebusan yang

diterima sebesar Rp. 7.660.691.377,- dan untuk Periode II sebesar Rp. 1.046.227.240,- namun

untuk Periode Uang Tebusan yang terkumpul hanya sebesar Rp. 392.050.020,-. Sedangkan

realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Mamuju secara keseluruhan sampai dengan awal Maret

2017 ini telah mencapai Rp 25.440.813.019,- dari target penerimaan sebesar Rp

517.600.000.000,-.

Dengan pembayaran pajak dan jumlah Uang Tebusan Amnesti Pajak Periode III yang masih

rendah, Hadinengrat Nusantoro MP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

mengharapkan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih dalam mengikuti dan tidak menyia-

nyiakan kesempatan ini. Perlu diperhatikan jika Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan

sampai dengan periode Amnesti Pajak berakhir, yaitu tanggal 31 Maret 2017 dan Direktorat

Jenderal Pajak menemukan data atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak

1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, sesuai

dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, jika Ditjen Pajak menemukan

tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat informasi mengenai

harta dimaksud ditemukan. Tambahan penghasilan tersebut akan dihitung pajaknya beserta sanksi
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administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sebagaimana

dijelaskan Undang-Undang.

Selain Tax Amnesty Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kewajiban Wajib Pajak untuk

melaporkan SPT Tahunan baik Orang Pribadi maupun Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2016 adalah 31 Maret 2017, terutama yang berstatus ASN /

TNI / Polri Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokras No. 8 Tahun 2015 Poin 2 yang isinya mewajibkan seluruh jajaran ASN/TNI/Polri untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan menggunakan media e-Filing.

Dengan menggunakan media e-Filing selain lebih mudah dan tanpa antri, pelaporan dapat

dilakukan dimana dan kapan saja. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang dan antri ke KPP Pratama

Mamuju untuk melaporkan SPT Tahunan.
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